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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat 

Sebagai Bentuk Optimasi Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di 

Indonesia”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagai suatu pandemi yang mengancam kesehatan 

masyarakat, maka diperlukan adanya suatu upaya yang optimal untuk 

menghentikan penyebarannya. Pemerintah memiliki peran penting untuk 

mengeluarkan instrumen hukum yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi 

Covid-19. Dalam kacamata hukum tata negara, situasi pandemi merupakan bagian 

dari keadaan darurat yang perlu dikaji melalui norma Hukum Tata Negara Darurat 

(HTND). di Indonesia sendiri pengaturan tentang HTND tertuang dalam 

Konstitusi yaitu pada pasal 12 dan 22 UUD 1945. Yang mana berdasarkan 

ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua 

therminologi yang digunakan dalam kondisi darurat yaitu Keadaan Bahaya & Hal 

Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menjelaskan apakah dampak yang 

dihasilkan dari pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai aktivasi norma 

HTND dan bagaiamana penerapan norma HTND apabila digunakan sebagai 

isntrumen hukum dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hasilnya, dampak yang 

dihasilkan oleh pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar aktivasi norma 

HTND namun akan lebih baik apabila penanganan pandemi menggunakan 

pendekatan perundang-undangan biasa, yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Bencana Alam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kedaruratan Kesehatan sehingga harusnya tidak akan ditemukan penyimpangan 

terhadap HAM dan ekses terhadap kekuasaan pemerintah.  

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Tata Negara Darurat, Corona Virus Disease 2019 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam praktik ketatanegaraan, disamping kondisi negara dalam 

keadaan biasa atau normal, adakalanya negara menemui suatu keadaan 

genting yang menimbulkan suatu kondisi yang tidak normal atau tidak biasa. 

Hal ini tentunya menjadi ancamanan (threat) yang serius bagi kehidupan 

negara. Namun meskipun demikian, penyelenggaraan kekuasaan negara yang 

sah tetap harus berjalan dan tidak boleh berhenti hanya karena adanya suatu 

kondisi tidak biasa atau keadaan revolusioner yang berubah. Dalam konstitusi 

Indonesia pada Pembukaan UUD 1945, telah ditegaskan bahwa tujuan 

disusunnya negara Indonesia merdeka adalah untuk: (i) membentuk suatu 

pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
1
. 

Dengan demikian, selama organisasi negara Republik Indonesia berdasarkan 

UUD 1945 masih ada, maka upaya untuk mencapai dan mewujudkan 

keempat tujuan tersebut tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Guna 

menjamin fungsi negara dapat tetap berjalan efektif meskipun dalam keadaan 

yang tidak normal maka dibutuhkanlah suatu pengaturan khusus yang 

mengatur mengenai persoalan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan pada 

situasi yang demikian, sistem norma hukum biasa dikhawatirkan tidaklah 

                                                           
1
 Republik Indonesia., Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 
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dapat efektif digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang menjamin 

tegaknya keadilan, kepastian dan kebermanfaatan.  

Di Indonesia, istilah hukum yang digunakan untuk merumuskan 

negara ketika ada dalam situasi tidak normal adalah Hukum Tata Negara 

Darurat. Darurat yang dimaksud yaitu keadaan atau situasi bahaya yang 

secara tiba-tiba mengancam jalannya ketertiban umum sehingga menuntut 

negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim 

menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam situasi normal
2
. Didalam 

situasi darurat, negara kiranya perlu menggunakan pendekatan ketatanegaraan 

yang khusus melalui peraturan keadaan darurat (emergency regulation). 

Peraturan kedaruratan ini mungkin akan mengaktifkan status hukum tertentu 

atau bahkan membentuk sebuah hukum baru. Salah satu contohnya adalah 

situasi pandemi Covid-19, maret 2020 World Health Organization (WHO) 

menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sebuah pandemi 

global
3
. Wabah pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius diseluruh 

dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Maret 2020 menunjukkan total 

jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.414 kasus dan kini terus 

bertambah hingga 65,066 kasus aktif
4
. Pandemi virus Covid-19 sangat 

berdampak kepada seluruh sektor khususnya pada penyelenggaraan 

                                                           
2
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2007), Hlm.7 
3
 Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2021, Maret 11). Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan 

Covid-19 sebagai Pandemi Global. Kompas.com. diakses dari 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-

tetapkan-Covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all pada tanggal 19 September 2021 Pukul 

12:22 WIB 
4
 Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peta Sebaran diakses dari 

https://covid19.go.id/peta-sebaran Pada tanggal 19 September 2021 Pukul 13:49 WIB 
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pemerintahan, hal ini jelas akan menimbulkan instabilitas negara. Oleh karena 

itu, dibutuhkan sinergisitas antar stakeholders untuk menghalau serta 

menghentikan penyebarannya di Indonesia.  

Pemerintah sendiri telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) 

tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
5
. Pemerintah juga menerbitkan 

sejumlah aturan diantara lain menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan
6
. Pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) guna menghambat laju penyebaran virus corona. Kebijakan ini diatur 

dalam Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 

2019
7
. Lalu pemerintah mengganti kebijakan PSBB dengan penerapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona 

Virus Disease (COVID-19) yang dimulai dari Provinsi Jawa-Bali melalui 

                                                           
5
 Repubik Indonesia., Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ditetapkan 

Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 
6
 Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Lembaran Negara Tahun 2020. NO.87, Tambahan Lembaran Negara 

NO.6485 
7
 Republik Indonesia., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Coronavirus Disease 2019 



 
 

15 
 

Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 sejak 9 Februari 2021
8
. 

Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020
9
.  Pandemi 

yang sudah mengganggu jalannya stabilitas kondisi bernegara haruslah 

dituntaskan menlalui aturan hukum yang responif dan akurat. Dalam keadaan 

darurat seperti ini diperlukan norma hukum yang sesuai sebagai garda 

terdepan dalam menuntaskan persoalan Covid-19 di Indonesia.  

Jika merujuk pada konstitusi maka ada dua pasal yang sering dianggap 

dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat. 

Yaitu Pasal 12 yang berbunyi “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-

syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” dan 

Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi: 

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang. 

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.  

3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu 

harus dicabut
10

.  

 

Apabila telisik kedua pasal tersebut merupakan gerbang masuk dari 

aktivasi Hukum Tata Negara Darurat atau HTND terkhusus apabila dikaitkan 

dengan wacana pemerintah untuk menetapkan status darurat sipil dalam usaha 

menangani Pandemi Covid-19. Dalam norma Hukum Tata Negara Darurat, 

negara memiliki kewenangan untuk bertindak bahkan dengan cara yang 

                                                           
8
 Republik Indonesia., Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali. 
9
 Republik Indonesia., Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ditetapkan 

Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020. 
10

 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pasal 12 dan 22 ayat (1-3). 
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menyimpang dari ketentuan undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 

apabila memang keadaan menyatakan hal tersebut benar-benar perlu untuk 

dilakukan. Jelas hal ini akan memberikan implikasi yang berbeda dibanding 

ketika negara berada dalam keadaan normal atau biasa (ordinary condition). 

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, pertanyaan yang muncul 

ialah, dapatkah pandemi covid-19 dijadikan  landasan dalam pemberlakuan 

norma Hukum Tata Negara Darurat dan perlukah pemberlakuan norma 

Hukum Tata Negara Darurat sebagai usaha penanggulangan pandemi Covid-

19 di Indonesia. Apakah Hukum Tata Negara Darurat dapat dijadikan pilihan 

yang tepat oleh negara sebagai bentuk optimasi penanganan permasalahan 

dari pandemi.  Setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini maka yang 

menjadi dasar utamanya ialah adagium Solus Populi Suprema Lex Esto yaitu 

keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka pengaktifan Hukum 

Tata Negara Darurat sendiri dinilai dari seberapa penting dan gentingnya 

keadaan yang sedang dihadapi oleh pemerintah, dan seberapa banyak korban 

serta dampak yang dihasilkan dari Pandemi Covid-19.  

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka faktor inilah 

yang telah melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik bahasan dalam 

penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN NORMA HUKUM TATA 

NEGARA DARURAT SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA 

DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA” 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah muncul ketika diketahui terjadi penyimpangan dari fakta 

sehingga keuar dari batasan yang diinginkan
11

. Dalam penulisan karya ilmiah 

dibutuhkan suatu perumusan masalah, dengan adanya perumusan masalah 

maka fokus penelitian akan menjadi lebih terarah. Perumusan masalah 

merupakan organ penting dalam sebuah penelitian
12

. Berdasarkan uraian 

singkat pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dapat 

dikualifikasikan sebagai dasar penerapan norma Hukum Tata 

Negara Darurat?  

2. Bagaimana model pengaturan penanganan Covid-19 apabila 

ditinjau melalui penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pandemi 

Covid-19 sebagai kualifikasi dasar dalam penerapan norma Hukum 

Tata Negara Darurat di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis model pengaturan penanganan dan kebijakan 

yang akan diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan 

                                                           
11

 Mahdiyah, Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian, (Tanggerang: 

Universitas Terbuka, 2016),  hlm. 3 
12

 Salman Luthan dalam advisory board meeting program yang dilaksanakan oleh 

ICJR pada hari Senin, 20 Februari 2012 di Hotel Morrissey Jakarta dipublikasi oleh Institute 

For Criminal Justice Reform. Diakses dari http://icjr.or.id/pentingnya-perumusan-masalah-

dalam-penelitian/ pada tanggal 19 September 2021 Pukul  09:05 WIB.  
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pandemi Covid-19 di Indonesia menggunakan penerapan norma 

Hukum Tata Negara Darurat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa sumbangsih 

manfaat yaitu; 

1. Manfaaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu 

hukum Hukum Tata Negara pada umumnya dan 

khususnya pada hal-hal yang terkait dengan penanganan 

pandemi Covid-19 di Indonesia ditinjau melalui prespektif 

Hukum Tata Negara Darurat  

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

diskursus mengenai hukum tata negara terkhusus bahasan 

mengenai implikasi dari Hukum Tata Negara Darurat  

apabila diterapkan sebagai upaya mengatasi pandemi 

Covid-19 di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum tata negara tentang 

penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai bentuk 

optimasi negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di indonesia 

dan juga penambah khasanah ilmu di perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya.  
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E. Kerangka Konseptual 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual mutlak 

digunakan dalam penelitian hukum normatif
13

. Konsep merupakan salah satu 

unsur dari teori namun mempunyai sifat yang lebih konkret. Kerangka konsep 

merupakan abstraksi dari kerangka teori. Akan ada beberapa kerangka konsep 

yang digunakan dalam penelitian, dimulai dari Konsep mengani Hukum Tata 

Negara, berdasarkan penelusuran studi literatur menunjukkan bahwa istilah 

Hukum Tata Negara merupakan terjemahan dari istilah staatsreecht yang 

sudah lama dipakai dalam praktik hukum di Belanda. Istilah Hukum Tata 

Negara (Staatreecht) memiliki dua pengertian, yaitu  dalam arti luas 

staatsreecht in ruimee zin dan dalam arti sempit staatsreecht in engere zin 

(HTN dalam arti sempit)
14

. Pada umumnya Hukum Tata Negara mengacu 

kepada formula yang mengartikan secara tegas sebagai hukum yang mengatur 

tentang negara, meliputi organ dan kekuasaan organ negara dalam 

menjalankan tugas dan weweanangnya. 

Oleh karena itulah, Hukum Tata Negara erat kaitannya dengan konsep 

negara hukum. Konsep negara hukum rechtstaat ataupun rule of law memang 

memiliki beberapa perbedaan, namun saat ini seiring dengan 

perkembangannya, perbedaan antara negara hukum rechtstaat dan rule of law 

tidaklah lagi dipermasalahkan. Keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
15

. Sistem hukum 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53. 
14

 Suwarma Al-Muchtar, Sri Hartini, dkk. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 

(Edisi 2). (Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, 2014), hlm. 1.3 
15

 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 

81 
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yang dianut dalam konsep negara hukum rechtstaat adalah civil law yang 

berkarakteristik administratif sedangkan dalam konsep negara hukum rule of 

law sistem hukum yang dipakainya adalah common law yang berkarakter 

judicial
16

. Menurut Hadjon, ada perbedaan latar belakang yang mengilhami 

lahirnya konsep pemikiran negara hukum rechtstaat dan rule of law. 

Rechtstaat lahir atas revolusi yang menentang kekuasaan absolut yang 

bertumpu pada sistem hukum kontinen (civl law). Sedangkan rule of law 

bertumpu pada sistem hukum common law dan berkembang secara 

evolusioner
17

. 

Apabila ditinjau dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang 

menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum, maka negara hukum yang 

dimaksud ialah negara hukum dalam konsep rechstaat. Artinya segala 

tindakan yang dilakukan oleh penguasa haruslah di batasi oleh hukum bukan 

atas tindakan yang sewenang-wenang (machtstaat)
18

. Atas konsekuensi 

konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia, maka yang menjadi 

landasan atas tindakan penguasa maupun rakyat ialah hukum itu sendiri. 

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Nany Suryani bahwa karakter 

negara hukum ialah terdapat adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan 

sehingga memberikan batasan atas legitimasi kekuasaan dari pemerintah 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 82 
17

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang 

Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum 

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30 
18

 Nany Suryawati,  Hak Asasi Politik Perempuan, (Gorontalo: Ideas Publishing, 

2020), hlm. 11 
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dalam bertindak
19

. A. V. Dicey mengungkapkan setidaknya ada tiga ciri yang 

dimmiiki negara hukum: 

1. Adanya supremasi hukum (supremacy of law) atau hukum 

sebagai landasaan kekuasaan tertinggi, 

2. adanya prinsip kesamaan dihadapan hukum (equality before 

the law), 

3. Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh 

undang-undang dan yurisprudensi
20

. 

Menurut F. Julius Stahl elemen penting dari negara hukum ialah empat, yaitu: 

1. Perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia 

2. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan untuk menjamin 

tegaknya hak asasi manusia  

3. Pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang 

4. Adanya peradilan tata usaha negara
21

. 

Jimly Asshidiqie merumuskan perihal perkembangan ide-ide terkait 

konsepsi negara hukum di era modern ini, setidaknya ada tiga-belas prinsip 

pokok yang berlaku dalam konsep negara hukum (rechtstaat), yaitu:  

1. Supremasi hukum (supremasi of law)  

2. Persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) 

3. Asas legalitas (due process of law) 

4. Pembatasan kekuasaan . 

                                                           
19

 Ibid., hlm. 12 
20

 Modul Pendidikan dan Negara Hukum, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 

2016 arsip pusdik Mahkamah Konstisusi diakses dari 

https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf pada tanggal 20 September 2021 

pukul 08:20 WIB, hlm. 11. 
21

 Ibid., hlm. 12. 
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5. Organ campuran yang bersifat independen 

6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak  

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Peradilan Tata Negara (constitutional court) 

9. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 

(Welfare Rechtsstaat) 

12. Kontrol sosia dan transparansi 

13. Berketuhanan Yang Maha Esa
22

. 

Dari konsep yang sudah digambarkan dalam negara hukum, negara 

dalam mengambil suatu kebijakan haruslah berdasarkan hukum dan 

hendaknya selalu mengedepankan hak-hak masyarakat.  Adapun kebijakan 

merupakan sebuah konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, 

tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran
23

. Secara terminologi kata kebijakan merupakan terjemahan dari 

bahasa inggris policy yang berarti kebijaksanaan. Mengutip Syafiie dalam 

Arifin mengemukakan bahwa istilah kebijakan (policy) tidaklah sama dengan 

kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan perwujudan aturan 

                                                           
22

 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, hlm. 8-15, Artikel 

Pengadilan, diakses dari https://pn-

gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf Pada Tanggal 

20 September 2021 pukul 09:00 WIB. 
23

 Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Kebijakan (Def. 2). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses dari 

https://kbbi.web.id/bijak. Pada tanggal 20 September 2021 pukul 18:35 WIB. 
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yang sudah ditetapkan by person pejabat yang berwenang sesuai situasi dan 

kondisi saat itu
24

. Pendapat ini mengartikan bahwa kebijakan ialah bagian 

dari peranan pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola negara. 

Pemerintah yang merupakan manifestasi dari negara haruslah memiliki andil 

kuat dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak terhadap 

pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat atau dapat dikatakan sebagai 

kebijakan publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian “policy” itu 

ialah merupakan tindakan dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

pemerintah, kebjakan umum dan kebijakan negara. PBB mengartikan 

kebiajakan merupakan pedoman untuk bertindak atau mengorganisir rencana-

rencana atau aktivitas-aktivitas tertentu
25

.   

Beberapa ahli mengemukakan perihal pengertian kebijakan, menurut 

James E. Anderson di kutip dari Awan Y,  kebijakan ialah tindakan atau 

langkah yang diambil oleh persoon dalam upaya menghadapi persoalan yang 

sedang ia hadapi
26

. Sedangkan Thomas R.dye mengemukakan bahwa 

kebijakan tidak hanya menyangkut hal-hal yang dilakukan pemerintah, 

melainkan juga hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah
27

.  Kuypers 

menyebutkan bahwa kebijakan ialah suatu susunan dari tujuan, jalan yang 

dipilih serta saat (waktu) pemberlakuan pilihan tesebut oleh aktor-aktor 

politik (pemerintah)
28

. Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dibedakan atas 

dua bagian, yaitu kebijakan substansif yang merupakan alternatif dari 

                                                           
24

 Arifin Tahir. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm. 38. 
25

 Awan Y, Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 16. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid., hlm. 18. 
28

 Ibid., hlm. 19. 
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beberapa pilihan yang dianggap benar sebagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan, dan kebijakan implementatif yang merupakan tindaka lanjut 

dari kebijakan substansif yang berupa upaya-upaya atau tata cara untuk 

melaksanakan kebijakan substansif
29

. Solichin Abdul Wahab mengatakan 

bahwa kebijakan pemerintah merupakan tanggung jawab dari aktor yang 

memiliki kewenangan dalam sistem politik atas segala tindakan dan 

perbuatan yang telah mereka lakukan
30

. Sehingga dapat dirumuskan  bahwa 

ciri dari kebijakan pemerinta/publik ialah sebagai berikut: pertama, kebijakan 

pemerintah/publik merupakan tindakan terencana yang mempunyai tujuan, 

kedua, kebijakan merupakan suatu tindakan yang selalu diiringi dengan 

implementasi dan pemaksaan atas pemberlakuannya, ketiga, setiap kebijakan 

diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret, keempat, tindakan pemerintah 

dibagi atas dua, tindakan positif yaitu tindakan pemerintah untuk ikut campur 

atau ikut mempengaruhi permasalahan-permasalahan tertentu dalam koridor 

kewenangannya. Tindakan negatif yaitu keputusan pemerintah untuk tidak 

mengambil tindakan apapun atas permasalahan yang sebenarnya merupakan 

kewenangan dari pemerintah itu sendiri
31

. Namun adakalanya dalam 

pelaksanaannya pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek 

penting dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga implikasi terhadap 

kebijakan tersebut dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan 

kebermanfaatan di masyarakat. karena pada praktiknya, dalam 

penyelenggaraan bernegara akan ditemui kondisi atau situasi negara dalam 

                                                           
29

 Noeng H, Muhadjir, Metedologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research, 

(Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003) p.90. 
30

 Ibid., hlm. 20 
31

 Ibid., hlm. 21. 
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keadaan tidak biasa atau tidak normal, dan dikhawatirkan perangkat hukum 

umum yang biasa diberlakukan dalam keadaan biasa tidaklah dapat maksimal 

dalam menjalankan fungsinya pada situasi ini. Sehingga dimungkinkan bagi 

pemerintah untuk melakukan upaya luar biasa dalam menyikapi ancaman 

yang tidak biasa ini, hal ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk 

menyimpangi aturan-aturan hukum umum yang berlaku dalam mengatasi 

keadaan tidak normal atau darurat ini.  

Konsep mengenai keadaan darurat ini telah dirumuskan melalui ilmu 

Hukum Tata Negara Darurat. Apabila Hukum Tata Negara (HTN) digunakan 

untuk mengatur negara dalam keadaan normal (normal condition) atau biasa 

(ordinary condition) maka dalam situasi tidak normal atau tidak biasa 

pengaturannya ialah melalui norma Hukum Tata Negara Darurat (HTND). 

Objek kajian ilmu Hukum Tata Negara Darurat ialah kondisi atau situasi 

negara yang berada dalam keadaan darurat atau “state of emergency”. 

Meskipun ada banyak istilah mengenai keadaan darurat yang digunakan oleh 

berbagai negara, namun semuanya merujuk pada pengertian yang sama, yaitu 

situasi ketika negara berada dalam keadaan genting atau bahaya secara tiba-

tiba dan keadaan tersebut mengancam jalannya ketertiban umum atau 

keselamatan  negara sehingga menuntut negara untuk bertindak cepat melalui 

cara-cara yang tidak lazim diluar ketentuan hukum yang berlaku
32

. Dikutip 

dari Herman Sihombing dalam Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Hukum 

Tata Negara Darurat merupakan Hukum Tata Negara yang diterapkan dalam 

situasi negara yang tidak normal, bahaya atau darurat, sehingga dalam 

                                                           
32

 Venkat Iyer, State Of Emergency, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata 

Negara Darurat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) Hlm. 7. 
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implikasinya maka negara diberikan suatu keistimewaan atau wewenang 

lebih bagi negara untuk mengatasi keadaan yang mengancam tersebut 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
33

.  Istilah Hukum Tata 

Negara Darurat tersebut diserap dari kata “staatnoodrecht” yang berarti 

negara dalam  keadaan bahaya
34

. Apabila ditinjau dari segi sistematikanya, 

Herman Sihombing dikutip dari Jimly Asshiddiqie membedakan Hukum Tata 

Negara Darurat menurut bentuk, corak dan sumbernya, yaitu: 

1. Hukum Tata Negara Darurat tertulis dan tidak tertulis; 

2. Hukum Tata Negara Darurat objektif dan subjektif.
35

 

Beberapa istilah yang dipakai dalam praktik di beberapa negara untuk 

menyatakan keadaan darurat, antara lain: „public emergency‟ yang digunakan 

ICCPR (international Convenant on Civil and Political Rights) yang dimuat 

dalam Arikel 4 paragraf (1); di Belanda dikenal istilah „state of civil 

emergency‟ atau „de staat van beleg‟ yang kurang lebih diartikan sebagai 

keadaan darurat sipil dan „dee staat van orlog‟ yang berarti keadaan darurat 

perang; dalam konstitusi negara Uruguay digunakan istilah „state of internal 

war‟ dan „state of individual security‟; dalam konstitusi Indonesia istilah yang 

merumuskan penggunakan Hukum Tata Negara Darurat dapat dilacak dari 

Pasal 12 UUD 1945 yang merumuskan tentang „keadaan bahaya‟ dan pada 

Pasal 22 UUD 1945 tentang „ikhwal kegentingan yang memaksa‟
36

.  
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 Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, dikutip dari Jimly 

Asshiddiqie, ibid., hlm. 18. 
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F. Metode Penelitian . 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan di bahas 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

normatfi (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian ini, 

penulis akan menganalisis secara sistematis Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktik pelaksanaannya mengenai penerapan norma Hukum Tata 

Negara Darurat sebagai bentuk optimasi negara dalam penanganan 

pandemi Covid-19 di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan Perundang-undangan (state approach) 

dilakukan dengan mencermati dan menelaah undang-undang 

atau regulasi sebagai subjek terkait dalam menggali informasi 

atas masalah hukum yang akan dikaji atau diteliti
37

. Dalam 

penelitian praktis pendekatan undang-undang ialah sebagai 

upaya menemukan sinkronisasi antar Peraturan Perundang-

undangan. Pendekatan ini akan membuka peluang bagi 

penulis untuk mempelajari adakah inkonsistensi dan 

ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan yang 

lainnya.  

                                                           
37

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, Cetakan 

Pertama, Mataram, Juni 2020), hlm. 56 
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Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-

undangan (state approach) digunakan untuk mengkaji 

permasalahan hukum terkait kebijakan dan regulasi 

pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia 

serta ditinjau melalui prespektif Hukum Tata Negara Darurat. 

Dengan memahami kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan 

oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 

di Indonesia serta dibandingkan dengan ketentuan yang 

memuat norma Hukum Tata Negara Darurat maka akan dapat 

ditemukan pola keterhubungan antar keduanya. 

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)  

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan 

pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk tujuan 

menemukan ide yang melahirkan asas, konsep dan pengertian 

yang sesuai dengan isu atau masalah yang akan diteliti. 

Pemahaman atas pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

menjadi pegangan dalam merumuskan argumentasi guna 

memecahkan permasalahan isu yang dikaji
38

. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-12, (Jakarta: 

Prenada Media, 2016), hlm. 136. 
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3. Sumber Bahan Penelitian Hukum 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang 

Keadaan Bahaya 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang 

Wabah Penyakit Menular. 

5. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana. 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019. 

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2021 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 

2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah yaitu bahan hukum 

yang dan dapat membantu menganalisis, memahami dan 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder bersumber dari literature-literatur baik buku 

ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak 

dan elektronik
39

.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

terseir biasanya terdiri dari rancangan undang-undang, kamus 

hukum dan ensiklopedia
40

. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini 

didasarkan pada studi kepustakaan dengan cara menelusuri berbagai 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui cara research 

terkait penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai bentuk 

optimasi negara dalam penangana  pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Penelitian kepustakaan ini membahas dan menganalisis bahan-bahan 

hukum melalui pendekatan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan 

secara naratif literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan 

hukum dan lainnya sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

peenelitian ini ialah melalui teknik deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier
41

.  Selanjutnya bahan hukum diolah, diklasifikasikan dan 

dihubungkan satu sama lain untuk menemukan jawaban dari 

perlamasalahan yang sedang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik 

logika berfikir deduktif. Untuk mencari hubungan kausalitas dan 

merumuskan suatu fakta, diperlukan penalaran silogisme yang 

diawalai dengan  premis mayor kemudian diikuti dengan premis 

                                                           
41
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minor sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari keduanya. 

Secara logis untuk dapat menarik kesimpulan dalam logika 

berfikirdeduktif diperlukan proposisi universal sebagai premis atau 

ungkapan yang bersifat umum maupun khusus (premis mayor dan 

minor)
42

.       
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